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ABSTRAK 

Nama   :  Mutiah Nasution 

Nim   :  1710300012 

Prodi  :  Hukum Tata Negara 

Judul  : Pelaksanaan  Peraturan Menteri  Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 

Pasal 14 Ayat (1) Tentang Persalinan  Harus Dilakukan Di Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan  (Studi Kasus Di Desa Batang Gadis 

Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal) 

Tahun  : 2021 

 

Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri  

Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 Pasal 14 Ayat (1) Tentang Persalinan  Harus 

Dilakukan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Desa Batang Gadis Kecamatan 

Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini dilatarbelakangi 

karena rendahnya pemanfaatan pelayanan kesehatan dalam pemeriksaan 

kehamilan dan persalinan, baik itu Puskesmas maupun Rumah Sakit atau sarana 

dan prasarana layanan Kesehatan yang ada sehingga menimbulkan pelaksanaaan 

yang tidak sesuai dengan aturan yang ada.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field researche) dengan 

menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data 

penelitian ini adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi yang sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan yang ada didalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 

Tahun 2014 Pasal 14 Ayat (1) Tentang Persalinan  Harus Dilakukan Di Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan di Desa Batang Gadis Kecamatan Panyabungan Barat 

Kabupaten Mandailing Natal. Adapun pihak yang diteliti adalah Dinas Kesehatan 

Mandailing Natal, Puskesmas Panyabungan Barat dan Masyarakat warga desa 

Batang Gadis Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal. 

Hasil penelitian menyebutkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Menteri  

Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 Pasal 14 Ayat (1) Tentang Persalinan  Harus 

Dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Desa Batang Gadis Kecamatan 

Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal belum terlaksana dengan baik 

dikarenakan masyrakat Desa Batang Gadis masih banyak yang melakukan 

persalinan di sarana non fasilitas pelayanan kesehatan dan memilih menggunakan 

cara tradisional seperti menggunakan jasa Peraji (dukun beranak) dimana 

persalinan dilakukan dirumah. 

Kata Kunci : Pelaksanaan, Persalinan, Pelayanan Kesehatan. 
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sahabatnya. Amin. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

1. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain 

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf 

Arab dan transliterasinya dengan huruf latin: 

Huruf

Arab 

NamaHuruf 

Latin 
Huruf Latin Nama 

 Alif ا
Tidak 

Dilambangkan 
Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 a  ̇ Es (dengan titik di atas)̇  ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ح
Ha(dengan titik di 

bawah) 

 Kha H Kadan ha خ

 Dal D De د

 al  ̇ Zet (dengan titik di atas)̇  ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Esdanya ش

 ṣad ṣ ص
Es (dengan titik di 

bawah) 

 ḍad ḍ ض
De (dengan titik di 

bawah) 

 ṭa ṭ ط
Te (dengan titik di 

bawah) 

 ẓa ẓ ظ
Zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain .„. Komaterbalik di atas„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك
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Huruf

Arab 

NamaHuruf 

Latin 
Huruf Latin Nama 

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ..‟.. Apostrof ء

 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiridari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya 

berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 

Fatḥah A A 
 

Kasrah I I 

 Dommah U U وْ 

 

b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya 

berupa gabung antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf. 

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Nama 

.....  ً  Fatḥahdanya Ai a dani 

 Fatḥahdanwau Au a dan u ......ْوْ 

 

c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda. 

Harkat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 Fatḥahdanalifatauya  ̅ a dan garis atas ...َ....ْا...َ..ى
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   Kasrahdanya ...ٍ..ى
I dan garis di 

bawah 

و....ُ  Dommahdanwau u̅ 
u dan garis di 

atas 

3. TaMarbutah 

  Transliterasi untuk ta marbutah ada dua: 

a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat 

harkat fatḥah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/. 

b. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat 

sukun, transliterasinya adalah /h/. 

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu 

terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

4. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda,tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi 

ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang 

sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

 

5. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu:ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan 

antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang 

yang diikuti oleh huruf qamariah. 
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a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang 

diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, 

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang 

langsung diikuti kata sandang itu. 

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang 

diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang 

digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. 

6. Hamzah 

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 

ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan 

di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak 

dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

7. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baikfi’il, isim,maupun huruf,ditulis 

terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang 

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat 

yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa 

dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. 

8. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab 

huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan 

juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, 

diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama 
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diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, 

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, 

bukan huruf awal kata sandangnya.  

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu 

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang 

dihilangkan, huruf  kapital tidak dipergunakan. 

9. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu 

tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan 

pedoman tajwid. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Negara Indonesia merupakan negara hukum yang mengutamakan 

keadilan pada setiap tindakan penegakan hukum yang dilakukan, 

sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 

Ayat 3 disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.
1
 Dalam 

Pancasila tertera bahwa adanya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia, sesuai dengan isi dan makna Pancasila yang merupakan ideologi 

dan falsafah negara Indonesia, dalam penegakan hukum di Indonesia nilai-

nilai yang terdapat dalam pancasila harus diutamakan baik itu aspek sosial 

budaya, aspek ekonomi, aspek hukum, aspek politik, dan bahkan aspek 

keamanan dan kesehatan hingga terjaminnya kesejahteraan rakyat.   

   Mendapatkan pelayanan kesehatan dan bebas memilih pelayanan 

kesehatan juga merupakan hak setiap individu dan hal tersebut dilindungi 

oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) menyatakan bahwa 

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 

pelayanan kesehatan”.
2
 

 Salah satu kewajiban negara adalah  memberikan  pelayanan  

kesehatan, dimana hal tersebut sudah tertuang dalam Pasal 34 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “Negara 

                                                             
       

1
 Undang-Undang Dasar  1945 Pasal 1 Ayat 3. 

       
2
 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H. 

1 
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bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas 

pelayanan umum yang layak”.
3
 

 Berdasarkan peraturan tersebut setiap orang berhak memilih fasilitas 

kesehatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal agar dapat 

hidup sejahtera lahir dan batin yang bertujuan meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat. Fasilitas kesehatan adalah institusi pelayanan 

kesehatan yang memberikan upaya promotif, preventif, kuratif maupun 

rehabilitatif yang dilakukan pemerintah dan swasta.
4
 

 Pemanfaatan pelayanan kesehatan adalah interaksi antara konsumen 

dan provider, yang dipengaruhi oleh faktor sosial budaya, organisasi, faktor 

yang berkaitan dengan konsumen, dan faktor yang berkaitan dengan provider 

seperti Social Accessibility yaitu  cara memberikan pelayanan yang 

berdampak terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan.
5
 

Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan menyatakan bahwa: 

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran,   

kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud 

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi 

bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial 

dan ekonomis.
6
 

 

 

 

Dalam memilih sarana dan prasarana persalinan, penghasilan keluarga 

merupakan hal yang berpengaruh dan penting dalam memenuhi kebutuhan 

                                                             
3
 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34 Ayat 3. 

4
 Agung Dwi Laksono, Aksesibilitasi Pelayanan Kesehatan, (Surabaya: PT Kanisius, 2016), 

hlm. 14. 
5
 Agung Dwi Laksono, hlm. 17. 

 
6
 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 3 tentang Kesehatan. 
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pokok maupun kebutuhan sekunder, keluarga dengan status ekonomi baik 

akan lebih mudah tercukupi kebutuhannya dibandingkan keluarga dengan 

status ekonomi rendah. Persiapan keuangan sangat diperlukan dalam 

persiapan proses kehamilan, melahirkan maupun masa nifas dan komplikasi 

yang kemungkinan dapat terjadi pada saat proses persalinan. 

  Sedangkan rumah merupakan lingkungan yang sudah dikenal sehingga 

dapat merasa nyaman selama persalinan, tempat dapat mempertahankan 

privasi dan dikelilingi oleh orang-orang yang diinginkannya, yang 

memberikan dukungan dan ketenangan pada dirinya. Dengan adanya 

pelayanan publik yang tujuan utamanya untuk memelihara dan meningkatkan 

kesehatan, serta mencegah penyakit. Sasarannya adalah keluarga, kelompok, 

dan masyarakat. Dengan Pembiayaan ada yang ditanggung jawab oleh 

pemerintah seperti upaya kesehatan Masyarakat. 

Pendapatan keluarga berpengaruh dalam pemanfaatan pelayanan 

kesehatan dalam pemilihan tempat persalinan, biaya persalinan juga 

berpengaruh terhadap kesiapan ibu dalam melahirkan, hal ini berkaitan 

dengan pendapatannya, sehubungan dengan biaya yang dikeluarkan saat 

persalinan, jumlah biaya yang harus dikeluarkan, kesesuaian biaya dengan 

harapan dan fasilitas yang diberikan. Biaya persalinan merupakan salah satu 

faktor terhadap akses menuju pelayanan kesehatan.  Dengan demikian 

sebagian masyarakat Desa Batang Gadis lebih memilih rumah sebagai tempat 

persalinan dengan latarbelang bahwa persalinan di rumah lebih sedikit 

membutuhkan biaya dibandingkan persalinan di fasilitas kesehatan. 
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Masyarakat setempat berpendapat bahwa bersalin di rumah bisa menghemat 

pengeluaran untuk biaya persalinan dan uang persalinan dapat dialihkan 

untuk membayar jasa tenaga kesehatan. 

Desa Batang Gadis merupakan salah satu desa yang terletak di 

Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal, masyarakat di 

Desa Batang Gadis tersebut merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi 

nilai leluhur atau adat dan masih menerapkan sistem tradisional, dalam 

kesehatan adanya peran Paraji atau dukun yang biasa menangani masalah 

kesehatan masyarakat khususnya di Desa Batang Gadis, jika ingin melakukan 

persalinan, masyarakat menggunakan jasa dukun beranak yang biasa 

menangani persalinan dikampung tersebut. Sehingga fasilitas kesehatan yang 

disediakan pemerintah terbengkalai dan tidak dapat digunakan sebagaimana 

fungsinya. 

Salah satu penyebab rendahnya pemanfaatan pelayanan kesehatan 

dalam pemeriksaan kehamilan dan persalinan adalah berkaitan dengan faktor 

kondisi pelayanan kesehatan, yang meliputi keterbatasan sumber daya dan 

pelayanan kesehatan, sarana prasarana kesehatan serta adanya hambatan 

dalam pelaksanaan jamin persalinan. Adanya prosedur seperti berkas-berkas 

yang harus dipersiapkan sebagai syarat rujukan agar mendapatkan pelayanan 

kesehatan yang disediakan oleh pemerintah tersebut dianggap sulit dengan 

cara bersalin yang sudah diterapkan di Desa secara turun-temurun melalui 

perolongan dukun beranak atau paraji desa yang dianggap sebagai cara yang 

mudah. Adapun mengenai sumber dana jaminan persalinan berasal dari Dana 
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Alokasi khusus Nonfisik Bidang Kesehatan dan dana tersebut dibebankan 

atau berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Sedangkan prosedur yang harus dipersiapkan sebelum persalinan 

sebagai berikut:  

1. Pembiayaan persalinan dan perawatan kehamilan risiko tinggi 

diperuntukkan bagi ibu hamil, ibu bersalin beserta bayi baru lahir 

yang kurang mampu dalam perekonomian atau tidak mampu 

memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau sumber 

pembiayaan yang lain. 

2. Fotocopy Kartu Keluarga 

3. Fotocopy KTP-e atau Surat Keterangan Kependudukan yang 

diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Mandailing Natal. 

4. Surat Keterangan Tidak Mampu oleh Kepala Desa dan Diketahui 

oleh Camat.  

5. Buku Kesehatan Ibu dan Anak. 

6. Partograf .
7
 

 Partograf merupakan alat bantu untuk memantau waktu persalinan dan 

informasi untuk membuat keputusan klinik atau catatan-catatan yang 

membuktikan perkembangan janin yang didapatkan dari Puskesmas, Rumah 

Sakit ataupun melalui Imunisasi.
8
 

Pemerintah juga mempunyai kebijakan untuk menanggung 

pembiayaan proses persalinan bagi masyarakat yang kurang mampu dalam 

perekonomian berupa Jaminan Kesehatan Nasional akan tetapi masyarakat 

setempat masih banyak yang lebih memilih cara yang telah biasa dilakukan 

secara turun-temurun yaitu secara tradisional melalui bantuan dukun beranak 

atau Paraji yang biasa menangani proses persalinan dan dengan cara 

tradisionallah yang dianggap cara yang tepat. Dengan demikian Pelaksanaan 

                                                             
        

7
 Hasil Wawancara dengan  Bidan Nova  Di Desa Batang Gadis Kecamatan Panyabungan 

Barat Kabupaten Mandailing Natal  Pada 14 Desember 2020 WIB. 

       
8
 Nila Trisna Yulianti dan Karnilan Lestari Ningsi, Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi 

Baru Lahir, (Makassar: Cendikia Publisher, 2019), hlm. 91.   
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Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 Pasal 14 ayat 1 tentang 

Persalinan Harus dilakukan di  Fasilitas Layanan Kesehatan di Desa Batang 

Gadis Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal perlu 

ditegaskan kembali penerapannya. 

Mengingat pentingnya pelaksanaan Peraturan Menteri untuk 

menjadikan peraturan tersebut memiliki dampak yang positif bagi kesehatan 

masyarakat Indonesia guna tercapainya negara yang berdasarkan 

kesejahteraan, keamanan sosial serta kesehatan yang terjamin. Dengan 

demikian berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk 

membuat karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul 

Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 ayat 1 

Tentang Persalinan Harus Dilakukan di Fasilitas Layanan Kesehatan di 

Desa Batang Gadis Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten 

Mandailing Natal. 

B. Fokus Masalah 

Penelitian ini di fokuskan pada Pelaksanaan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 Pasal 14 Ayat (1) Tentang Persalinan harus 

dilakukan di Fasilitas Layanan Kesehatan Di Desa Batang Gadis Kecamatan 

Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal. 

 

C. Batasan Istilah 

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman istilah yang dipakai 

dalam skripsi ini, maka dibuat batasan istilah sebagai berikut: 
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1. Pelaksanaan adalah implementasi, penerapan, melaksanakan atau 

menerapkan.
9
 

2. Peraturan adalah patokan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku 

seseorang dalam suatu lingkup/organisasi tertentu yang jika dilanggar 

akan dikenakan hukuman atau sanksi. 

3. Menteri adalah jabatan politik yang memegang suau jabatan publik 

signifikan dalam pemerintah. 

4. Fasilitas Kesehatan adalah sarana untuk mempermudah pelaksanaan 

dibidang kesehatan. 

5. Pelayanan Kesehatan merupakan suatu konsep tindakan atau yang 

memberikan pertolongan kepda orang lain dibidang kesehtan.
10

 

6. Menteri Kesehatan adalah pembantu Presiden yang mempersiapkan, 

menentukan dan mengembangkan kebijaksanaan pemerintah di bidang 

kesehatan Rakyat. 

7. Pusat kesehatan masyarakat adalah suatu kesatuan organisasi fungsional 

yang berlangsung memberikan pelayanan secara menyuluh kepada 

masyarakat dalam suatu wilayah kerja tertentu dalam bentuk-bentuk 

usaha kesehatan pokok.
11

 

 Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional Bertugas memberikan 

saran dan pertimbangan kepada Menteri Kesehatan dalam Rangka 

                                                             
9
 Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, Diakses Pada 30 Desember 2020 Pukul 10: 00 

WIB dari Https:kbbi. Kemendikbud. go.id./entri/Pelaksanaan.  
10

 Mamik, Pelayanan Kesehatan dan Kebidanan, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2014), hlm. 

132. 

 
11

 Ratih Anggraeni, Mutu Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, (Yogyakarta: CV Budi 

Utama, 2019), hlm. 29. 
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Perumusan Kebijakan dibidang kesehatan dalam rangka perumusan 

kebijakan dibidang kesehatan, perencanaan program, dan pengendailannya 

serta mengolah dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang dipandang 

perlu untuk pembangunan kesehatan kepada menteri Kesehatan.
12

 

D. Rumusan Masalah 

       Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, adapun rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 

2014 Pasal 14 ayat 1 Tentang Persalinan Harus dilakukan di Fasilitas 

Layanan Kesehatan di Desa Batang Gadis Kecamatan Panyabungan Barat 

Kabupaten Mandailing Natal? 

2. Apa faktor yang menghambat Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 97 Tahun 2014 Pasal 14 ayat 1 Tentang Persalinan Harus dilakukan 

di Fasilitas Layanan Kesehatan di Desa Batang Gadis Kecamatan 

Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal? 

 

3. Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 Pasal 14 ayat 1 Tentang Persalinan 

Harus dilakukan di Fasilitas Layanan Kesehatan di Desa Batang Gadis 

Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal? 

E. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

                                                             
         

12
 Fajlurrahman Jurdi, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 354. 
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1. Untuk menganalisis Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 

Tahun 2014 Pasal 14 ayat 1 Tentang Persalinan Harus dilakukan di 

Fasilitas Layanan Kesehatan di Desa Batang Gadis Kecamatan 

Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal. 

2. Untuk mengetahui Apa faktor yang menghambat Pelaksanaan Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 Pasal 14 ayat 1 di Desa Batang 

Gadis Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal. 

3. Untuk mengetahui tinjauan Fikih Siyasah dalam Pelaksanaan Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 Pasal 14 ayat 1 Tentang 

Persalinan Harus dilakukan di Fasilitas Layanan Kesehatan di Desa 

Batang Gadis Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing 

Natal. 

F. Manfaat  Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang memadai 

terutama apabila ditinjau dari dua dimensi manfaat yaitu manfaat teoritis dan 

praktis : 

 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai upaya 

pengembangan dan kontribusi ilmiah ilmu hukum pada umumnya, 

khususnya Ilmu Hukum Tata Negara. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah maupun 

memperdalam dan memperluas khazanah ilmu pengetahuan 
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kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan 

khususnya Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. 

c. Diharapkan dapat menjadi rujukan untuk peneliti selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Secara praktis sebagai tambahan informasi referensi dan dapat 

memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai penerapan 

perda retribusi yang saat ini berlaku di daerah. 

b. Memberikan pendalaman, pemahaman, dan pengalaman yang baru 

kepada penulis mengenai permasalahan hukum yang dikaji serta 

dapat berguna bagi penulis dikemudian hari. 

G. Kajian Terdahulu 

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti 

yang dipaparkan pada latarbelakang masalah, maka penulis melakukan 

penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan yaitu : 

1. Skripsi Sulistiya Choirunnisa dengan judul Implementasi Peraturan  

Menteri Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 Terkait  

Pelaksanaan  Jamian Persalinan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama Melalui Bidan Praktik Mandiri (Studi di Kantor Dinas 

Kesehatan Kota Malang), dalam Skripsi tersebut menyimpulkan bahwa 

Implementasi peraturan menteri kesehatan nomor 

2562/MENKES/PER/XII/2011 terkait pelaksanaan jaminan persalinan 

pada fasilitas kesehatan tingkat pertama melalui bidan praktik mandiri. 

Masih belum diimplementasikan dengan baik dan maksimal oleh para 
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bidan praktik mandiri di Kota Malang. Karena masih adanya Bidan 

memilih untuk tidak melaksanakan Peraturan tersebut dengan konsisten. 

Hambatan yang muncul dalam program Jaminan persalinan pada fasilitas 

kesehatan tingkat pertama melalui bidan praktik mandiri di Kota Malang 

adalah tidak konsistennya (Bidan Praktek Mandiri) dalam melaksanakan 

program Jampersal karena mereka menganggap Jampersal memberatkan 

mereka. Persoalannya adalah pada pembiayaan klaim Jampersal dan 

aturan administrasi yang harus dipenuhi oleh bidan sebagai syarat 

pengajuan berkas klaim. 

Upaya–upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang 

terjadi dalam pelaksanaan Jampersal melalui BPM (Bidan Praktek 

Mandiri) di Kota Malang adalah dengan mengadakan kesepakatan 

bersama antara Dinas Kesehatan dengan semua BPM (Bidan Praktek 

Mandiri) yang tergabung dalam program Jampersal, dengan 

memperbolehkan masing–masing BPM (Bidan Praktek Mandiri) untuk 

menarik biaya tambahan kepada peserta Jampersal sebagai pengganti 

perlengkapan yang digunakan.  

Adapun perbedaan pada penelitian ini adalah pada penelitan 

Sulistiya Choirunnisa berfokuskan pada program Jaminan persalinan pada 

fasilitas kesehatan tingkat pertama melalui bidan praktik mandiri di Kota 

Malang yaitu tidak konsistennya (Bidan Praktek Mandiri) dalam 

melaksanakan program Jampersal karena menganggap Jampersal 

memberatkan mereka. Sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti 



12 
 

 
 

terkait Judul Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 

2014 Pasal 14 ayat 1 tentang Persalinan Harus dilakukan di  Fasilitas 

Layanan Kesehatan di Desa Batang Gadis Kecamatan Panyabungan Barat 

Kabupaten Mandailing Natal berfokuskan pada pelaksanaan ataupun 

penerapan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 Pasal 14 

ayat 1 tentang Persalinan Harus dilakukan di  Fasilitas Layanan 

Kesehatan tersebut. 

2. Skripsi Citra Ayuningtyas dengan judul Implementasi Penyediaan 

Fasilitas Khusus Menyusui Di Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan 

Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Air 

Susu Ibu Ekslusif Dalam skripsi dapat disimpulkan bahwa implementasi 

penyediaan fasilitas khusus menyusui di Kota Yogyakarta berdasarkan 

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif sudah terlaksana cukup baik. 

Namun ada beberapa faktor dalam mengimplementasikan 

penyediaan fasilitas khusus menyusui. Faktor yang mendukung 

penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum dalam melakukan 

penyediaan fasilitas khusus menyusui yaitu adanya peraturan perundang-

undangan yang berlaku, adanya komitmen dari penyelenggara tempat 

kerja dan tempat sarana umum, dan adanya konselor Air Susu Ibu. 

Faktor yang menghambat dalam penyediaan fasilitas khusus 

menyusui ialah ketidakpahaman dari penyelenggara tempat kerja dan 

tempat sarana umum dan pengakkan sanksi. Peningkatkan jumlah 
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penyediaan fasilitas khusus menyusui di Kota Yogyakarta juga 

mempengaruhi naiknya capaian Air Susu Ibu di Kota Yogyakarta. Karena 

fasilitas khusus menyusui merupakan salah satu bentuk dukungan untuk 

memenuhi hak bayi dalam memperoleh Air Susu Ibu.  Adapun persamaan 

dari penelitian ini adalah adanya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah 

baik berupa bangunan atau peralatan tapi masih terabaikan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pengertian Pelaksanaan 

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah 

rencana yang sudah disususn secara detail dan matang dan terperinci, 

implementasinya biasanya dilakukan setelah perencanaan dianggap sudah 

siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan sebagai penerapan.
13

   

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan 

untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan 

dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang 

diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, 

bagaimana cara melaksanakannya, suatu proses tindak lanjut setelah 

program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan 

keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan 

menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang telah 

ditetapkan semula. 

B. Peraturan Menteri Nomor Kesehatan 97 Tahun 2014 

Peraturan Menteri dibutuhkan oleh undang-undang untuk mengatur lebih 

lanjut hal-hal teknis yang tidak dapat diatur mendetail didalam undang-

undang. PeraturanMenteri  dibutuhkan untuk pengaturan hal-hal teknis yang 

bersifat sektoral kementerian. Inventarisasi masalah dalam suatu kementerian 
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Grafindo persada), hal. 70. 
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niscaya bersifat khusus dan logisnya lebih diketahui oleh kementerian 

lembaga yang membidangi urusan-urusan khusus.  

Pelayanan persalinan juga di atur dalam dalam Pasal 14  Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan 

Masa Sebelum Hamil,  Masa Hamil,  Persalinan Dan Masa Sesudah 

Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan 

Kesehatan Seksual  menegaskan bahwa: 

1) Persalinan harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. 

2) Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diberikan kepada ibu 

bersalin dalam bentuk 5 aspek dasar meliputi: 

a. Membuat keputusan klinik. 

b. Asuhan sayang ibu dan sayang bayi. 

c. Pencegahan infeksi 

d. Pencatatan (rekam medis) asuhan persalinan. 

e. Rujukan pada kasus komplikasi ibu dan bayi baru lahir. 

C. Prinsip dan Asas Pembentukan Peraturan Menteri 

Jika menteri ingin menuangkan kebijakan dalam suatu peraturan menteri, 

maka yang perlu diperhatikan adalah prinsip pemberian delegasi pengaturan 

dari peraturan perundangundangan diatasnya. Yang harus diperhatikan adalah 

lingkup pengaturan yang diperintahkan agar tercapainya kesehatan masyarakat 

dan kesejahteraan rakyat. 

Prinsip tersebut diatas dapat dijadikan asas atau patokan dalam menyususn 

peraturan menteri, disamping juga asas-asas lain yang secara umum telah 
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dianut oleh beberapa negara, termasuk indonesia seperti adanya asas tujuan 

yang jelas, asas organ atau lembaga yang tepat, asas perlunya peraturan, asas 

dapat dilaksanakan, asas perlakukan yang sama dalam hukum, asas kepastian 

hukum dan asas tentang terminologi dan sistematika yang benar. 

Selain prinsip dan asas diatas, dalam membentuk peraturan menteri perlu 

diperhatikan landasan yuridis yang  jelas karena tanpa landasan atau dasar 

yuridis, peraturan menteri tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. 

Dengan demikian, peraturan menteri yang dibentuk harus dapat menunjukan 

dasar hukum apa yang dijadikan landasan pembentukanya. Makna tata urutan 

perundang-undangan terkait dengan dasar yuridis peraturan menteri dalam arti 

bahwa hanya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang 

sederajat dapat dijadikan landasan atau yuridisisnya. Maka dari itu peraturan 

daerah tidak dapat dijadikan dasar pembentukan peraturan menteri. Dalam 

pembentukan peraturan menteri, berlaku prinsup bahwa peraturan yang 

sederajat atau lebih tinggi dapat menghapuskan atau mencabut peraturan yang 

sederajat atau yang lebih rendah. 

D.  Pelayanan Kesehatan 

Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang fundamental 

setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 

1945 dan Undang-Undang Nomor 36 Tentang Kesehatan. Pengertian 

kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang 

memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 

Sedangkan Pengertian Kesehatan menurut Organisasi Kesehatan Dunia 
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(WHO) tahun 1948  menyebutkan bahwa pengertian kesehatan adalah sebagai 

“suatu keadaan fisik, mental, dan sosial kesejahteraan dan bukan hanya 

ketiadaan penyakit atau kelemahan”.
14

 

Pelayan Kesehatan merupakan tindakan untuk membantu atau   menolong 

orang, konsumen atau pelanggan atau mendapatkan kepuasan ataupun setiap 

tindakan tersebut mengarah kepada pemenuhan kebutuhan orang lain bisa 

disebut sebagai pelayanan.
15

 Menurut Kemenkes Republik Indonesia Pelayan 

Kesehatan merupakan suatu upaya untuk menyelenggarakan perorangan atau 

bersama dalam organisasi untuk mencegah dan meningkatkan kesehatan, 

memelihara serta menyembuhkan penyakit dan juga memulihkan kesehatan 

perorangan, kelompok, keluarga dan ataupun publik masyarakat.
16

 

Dari pengertian tersebut pelayanan kesehatan merupakan suatu proses 

meningkatkan mutu pelayan kepada masyarakat luas dalam usaha memulihkan 

kesehatan dan mencegah berbagai penyakit dan diusahakan secara terus 

menerus.  

Adapun kesehatan masyarakat di Indonesia dimulai sejak pemerintahan 

Belanda yaitu pada abad ke-16 yaitu uapaya pemberantasan cacar dan kolera 

yang menyebar pada saat itu, pada tahun 1807 pada saat pemeruntahan 

Gubernur Jenderal Daendles dilakukan pelatihan dukun bayi dalam praktik 

persalinan. Upaya ini dilakukan dalam rangka penurunan angka kematian bayi 

yang tinggi pada saat itu, akan tetapi upaya ini tidak berlangsung lama karena 
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 Anshari Hafi, Dasar-Dasar Ilmu Jiwa Agama, (Surabaya: Usaha Nasional. 2014), hlm. 

77 . 

          
15

 Misbahuddin, Meningkatkan Manajemen Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit, (Jakarta: 

Tangga Ilmu, 2020), hlm. 17. 

         
16

 Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2009. 
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langkanya pelatihan kebidanan dan pada tahun 1930 dimulai kembali 

pendaftaran dukun bayi sebagai penolong dan perawatan persalinan. Dan 

pelatihan dukun bayi  tersebut dilakukan secara cermat ada saat kemerdekaan. 

Persalinan atau melahirkan adalah salah satu peristiwa penting dalam 

hidup manusia. Seperti halnya pernikahan yang mendahuluinya. Peristiwa 

yang membawa sejuta makna dalam hidup. Persalinan bagi sebuah  keluarga 

penuh dengan makna. Sebuah pemaknaan yang menyertakan beberapa 

persiapan sebelumnya.
17

 

Sedangkan dukun merupakan orang yang dipercaya warga sebagai tokoh 

kunci di masyarakat terutama yang berhubungan dengan kesehatan dan 

keselamatan. Hal inilah yang menyebabkan dukun memperoleh kepercayaan 

lokal yang jauh lebih tinggi dari pada bidan. Dukun dipercayai memiliki 

kemampuan yang diwariskan turun-temurun untuk memediasi pertolongan 

medis dalam masyarakat. Sebagian dari masyarakat juga memperoleh citra 

sebagai orang tua yang telah berpengalaman. Profil sosial inilah yang berperan 

dalam pembentukan status sosial dukun yang karismatik dalam pelayanan 

medis tradisional. Meskipun saat ini muncul berbagai pandangan bahwa 

tindakan yang dilakukan oleh dukun tidak sesuai dengan prosedur dan standar 

medis, namun harus diakui bahwa tingkat kekhawatiran masyarakat terhadap 

risiko yang akan ditimbulkan oleh tindakan medis juga cukup tinggi. 

Pada tahun 1967 Departemen Kesehatan menyiapkan rencana induk 

pelayanan Kesehatan terpadu di Indonesia kemudian dicetuskan bahwa 
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 Mugi Rahayu, Persalinan Maryam Melahirkan Keshalihan, (Yogyakarta: CV. Pradita 
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Puskesmas merupakan sistem pelayanan Kesehatan terpadu yang kemudian 

dikembangkan oleh pemerintah  menjadi Pusat Pelayanan Kesehatan 

Masyarakat (Puskesmas) yang disepakati sebagai suatu unit pelayanan 

kesehatan masyarakat secara terpadu, menyeluruh, mudah dijangkau termasuk 

dalam menangani proses persalinan.
18

 

Seiring berkembangnya waktu tanggung jawab puskesmas meningkat 

dengan berkembangnya program paket terpadu kesehatan dan keluarga 

berencana (Posyandu) yang mencakup Kesehatan Ibu dan anak, Keluarga 

Berencana, gizi, penanggulangan penyakit diare dan Imunisasi. Puskesmas 

mempunyai tanggung jawab dalam pembinanan dan pengembangan Posyandu 

diwilayah kerjanya masing-masing. Tujuan dikembangkannya Posyandu 

sejalan dengan tujuan pengembangan kesehatan yakni: 

a. Mempercepat penurunan angka kematian bayi dan anak balita serta angka 

kelahiran 

b. Mempercepat penerimaan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera 

(NKKBS) 

c. Berkembangnya kegiatan-kegiatan masyarakat sesuai kebutuhan dan 

kemampuannya.  

Mutu Pelayanan Kesehatan adalah derajat kesempurnaan dari 

pelayanan kesehatan yang dilaksanakan sesuai dengan standar profesi dan 

standar pelayanan dengan menggunakan segala potensi sumber daya yang 

berada di Rumah Sakit atau Puskesmas secara wajar, efesien dan efektif 
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 Soekidjo Notoatdjo, Kesehatan Masyarakat, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 13. 
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serta diberikan secara aman dan memuaskan sesuai dengan norma, etika, 

hukum dan sosial budaya dengan memperhatikan keterbatasan dan 

kemampuan Pemerintah, serta masyarakat konsumen. Mutu pelayanan 

kesehatan sangat penting karena dapat menimbulkan keputusan pihak 

pasien untuk segera memeriksakan diri apabila mengalami gangguan 

Kesehatan dan proses kehamilannya sesuai kebutuhan dan tuntutan usia 

kehamilan dan dapat menghidarkan terjadinya tuntutan-tuntutan yang tidak 

perlu yang mungkin dilakukan pasien.
19

 

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tentang Kesehatan pasal 2 

dinyatakan bahwa Pembangunan Kesehatan Harus Memperhatikan berbagai 

asas yang memberikan arah pembangunan kesehatan. Asas tersebut 

dilaksanakan, melalui upaya kesehatan sebagai berikut: 

a. Asas Perikemanusiaan yang berarti bahwa pembangunan kesehatan 

harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada KeTuhanan 

Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan, agama dan 

bangsa. 

b. Health Provider, yaitu memberikan Pelayanan Kesehatan, seperti 

dokter, perawat dan bidan.
20

 

Sedangkan menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia 

Puskesmas adalah “Organisasi kesehatan fungsional yang merupakan 

pusat pembangunan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta 
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 Naomy Marie Tando, Mutu Layanan Kebidanan dan Kebijakan Kesehatan, (Bogor: In 
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masyarakat disamping memberikan pelayanan kesehatan secara 

menyeluruh dan terpadu pada masyarakat di suatu wilayah kerja tertentu 

dalam bentuk usaha kesehatan pokok.
21

 

Standar pelayanan memiliki arti yang sangat penting dalam 

pelayanan publik. Standar pelayanan merupakan suatu komitmen 

penyelenggara pelayanan untuk menyediakan pelayanan dengan suatu 

kualitas tertentu yang ditentukan atas dasar perpaduan harapan-harapan 

masyarakat dan kemampuan penyelenggara  pelayanan. Penetapan standar 

pelayanan yang dilakukan melalui proses identifikasi jenis pelayanan, 

identifikasi pelanggan, identifikasi harapan pelanggan, perumusan visi dan 

misi pelayanan, analisis proses dan prosedur, sarana dan prasarana, waktu 

dan biaya pelayanan.
22

 

Jenis kualitas yang digunakan untuk menilai kualitas jasa adalah 

kualitas teknik, yaitu kualitas hasil kerja penyampaian jasa itu sendiri dan 

kualitas pelayanan, yaitu kualitas cara penyampaian jasa tersebut.
23

 Agar 

terlaksana secara internal dalam unit pelayanan dapat berjalan sesuai 

dengan acuan yang jelas, sehingga dapat berjalan secara konsisten.  

Standar mutu dalam pelayanan kesehatan bisa diukur melalui 

pembiayaan kesehatan, dalam menganalisis  kecukupan biaya bisa 

digunakan analisis kriteria efektifitas maksimum yaitu setelah menentukan 

biaya tertinggi yang diperbolehkan (biasanya karena keterbatasan 
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pembiayaan), program-program dengan biaya yang sama bisa 

dibandingkan. Program-program yang mempunyai biaya yang lebih besar 

dari batas tertinggi yang ditetapkan dikeluarkan, sementara program yang 

sesuai dengan tingkat biaya yang ditetapkan dengan efektifitas maksimal 

akan direkomendasikan.
24

 

Dalam Peraturan tersebut juga di jelaskan tentang standar mutu 

pelayanan kesehatan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 36  Tahun 

2009 Tentang Kesehatan menegaskan  bahwa “Pemerintah wajib 

menetapkan standar mutu pelayanan kesehatan standar mutu pelayanan 

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 

Pemerintah”.
25

 

Dalam struktur masyarakat Indonesia Peran suami sebagai kepala 

rumah tangga sangat dominan dan akan menentukan dalam pemilihan 

penolong persalinan. Dukungan moral dari suami maupun keluarga secara 

psikologi memberikan perasaan aman dalam menjalani proses kehamilan 

dan persalinan. Ibu hamil dan bersalin harus mendapatkan dukungan yang 

sebesar-besarnya dari keluarga. Dukungan ini dapat ditunjukkan dengan 

berbagai cara diantaranya memberikan ketenangan pada ibu, bahkan 

dukungan untuk mendapatkan persalinan yang aman dengan memilih 

tempat melahirkan.  
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E. Sosialisasi Masyarakat 

Sosialisasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti upaya 

memasyarkatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh 

masyarakat atau pemasyarakatan.
26

 Lingkungan sosial yang paling awal 

adalah keluarga. Ketika bayi dilahirkan, dia tidak tahu apa-apa tentang diri dan 

lingkunganya. Tetapi, bayi tersebut memiliki potensi untuk mempelajari diri 

dan lingkunganya. Apa dan bagaimana dia belajar, banyak sekali dipengaruhi 

oleh lingkungan sosial di mana dia dilahirkan. Dan proses belajar itu bukan 

pertama-tama dari dirinya, tetapi karena hasil dari sosialisasi. Sosialisasi 

adalah satu konsep umum yang bisa dimaknakan sebagai sebuah proses di 

mana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berpikir, 

merasakan, dan bertindak, di mana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang 

sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Sosialisasi 

merupakan proses yang terus terjadi selama hidup.
27

 

Pada dasarnya tujuan sosialisasi adalah membangun hubungan kerja sama 

dengan berbagai komponen masyarakat dan lembaga yang ada. Kemudian,  

Melalui kerja sama yang erat  diharapkan masyarakat merasa memiliki 

sehingga masyarakat tidak hanya  menerima manfaat saja. Kemudian,  

Diharapkan masyarakat difasilitasi untuk terlibat secara lebih berarti.  

Masyarakat adalah suatu kesatuan  yang  tetap  dari  orang-orang  yang  

hidup  di  daerah  tertentu  dan bekerjasama dalam kelompok-kelompok 
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24 
 

 
 

berdasarkan kebudayaan yang sama untuk  mencapai  kepentingan  yang  

sama.  

Kurangnya strategi yang dilakukan oleh tokoh agama/tokoh organisasi di 

dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalau berpartisipasi dalam 

kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah termasuk menggunakan 

sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah, pentingnya Figur 

tokoh elit organisasi seperti Bidan Desa yang Ditempatkan di Desa Batang 

gadis agar selalu memberikan contoh dan melayani masyarakat menjadi daya 

tarik tersendiri bagi masyarakat untuk selalu mengikuti apa yang dilakukan 

para pemimpin yang menjadi panutan. Ketika masyarakat terlayani dengan 

baik secara otomatis apa yang menjadi program secara elit akan selalu 

diikuti.
28

 

F. Siyasah Dusturiyah 

Siyasah dusturiyah  adalah bagian fiqh siyasah yang membahas 

perundang-undangan Negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-

konsep konstitusi, (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya 

perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara 

perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan 

pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini 

juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah  dan hubungan timbal 
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balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang 

wajib dilindungi.   

Fiqh Siyasah Dusturiyah yaitu keputusan kepala Negara dalam 

mengambil  keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat. Oleh 

karena itu objek kajian Fiqh Siyasah Dusturiyah meliputi peraturan 

perundang-undangan yang bersumber dari al-Qur‟an, hadis nabi, kebijakan 

pemimpin, ijtihad ulama, dan adat kebiasaan  suatu Negara baik tertulis 

ataupun tidak tertulis yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dengan prinsip-

prinsip agama yang merupakan perwujudan realisasi kemaslahatan rakyat 

demi memenuhi kebutuhannya.
29

 

Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia di dunia, Allah SWT telah 

menyediakan bumi, langit, dan segala yang adadi dalamnya. Oleh karena itu, 

segala yang dimiliki oleh manusia di dunia ini pada hakikatnya adalah milik 

Allah. Hal ini menyadarkan manusia bahwa harta kekayaan yang ada pada 

tangannya sebagai hasil dari kasb al-halal adalah rezeki dari Allah yang wajib 

disyukuri.
30

 

Selain itu, Allah tidak hanya memberi rezeki kepada manusia, tetapi juga 

menugasi manusia untuk memosisikan diri sebagai khalifah fi al-ardh dalam 

rangka memamurkan kehidupan dunia ini. Manusia memiliki peluang yang 

sama untuk mencapai tingkat hidup yang makmur. Akan tetapi, karena 

berbagai alasan, tingkat kemakmuran yang dicapai manusia tidak selalu sama 

ada yang kaya dan ada yang miskin. Sehubungan dengan itu, ajaran Islam 
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mengupayakan agar harta tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. 

Prinsip ke-khalifah-an manusia yang mengemban amanat Allah di muka bumi 

ini, harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.  

Hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma 

yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan 

atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam 

masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu 

dan ditegakkan oleh penguasa.
31

 

Dalam mengatur suatu daerah, pemerintah daerah setempat perlu 

menetapkan suatu peraturan untuk memajukan dan mensejahterakan 

masyarakat didaerah tersebut. Pelaksaan peraturan yang telah ditetapkan 

pemerintah tentu saja harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik dan benar 

oleh setiap kalangan masyarakat agar terciptanya kehidupan bermasyarakat 

yang adil, aman dan tentram. Dalil hukum yang mewajibkan untuk menaati 

pemerintah seperti melaksanakan dan mematuhi peraturan yang telah 

ditetapkan terdapat dalam QS. An-Nisaa: 59. 

  ْ ْ  ْ ْْ ْ ْْ  ْْْ ْ

  ْْ ْ ْْْ  ْْ  ْ ْ ْ  ْ

  ْْْ ْ ْ ْْْْ 
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Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan 

ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang 

sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 

kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya.
32

 

 

Dalam ayat tersebut secara umum dijelaskan bahwa kita sebagai orang 

beriman harus taat kepada Allah, taat kepada rasul-Nya, dan kepada pemimpin 

diantara kita termasuk untuk mematuhi ketika ada perintah dan larangan yang 

ditetapkan oleh pemerintah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret tahun 2021 sampai dengan 

bulan Juli 2021. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Batang Gadis Kecamatan 

Panyabungan Barat Kabupaten Mandailinga Natal. Adapun alasan peneliti 

mengambil lokasi ini dikarenakan peniliti berkepentingan untuk menggali 

masalah dalam rangka penyusunan skripsi untuk meraih gelar sarjana Hukum 

pada Strata satu di Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, dan lokasi 

ini juga berdekatan dengan domisili penulis sehingga memudahkan penulis 

untuk menelitinya. 

B. Jenis Penelitian  

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lainnya. Secara holistik dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah.
33

 

Berdasarkan penjelasan di atas, kualitatif adalah jenis penelitian yang 

terjun langsung kelapangan tanpa perantara dengan cara mewawancarai 

langsung masyarakat yang berada di tempat yang ingin di wawancarai. 

Dengan begitu maka akan diperoleh hasil yang di inginkan untuk kepentingan 
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tugas atau keperluan yang dibutuhkan akan membatu untuk 

menyelesaikannya. Dalam penelitian kualitatif data secara terus menerus 

dianalisis sejak aktivitas penelitian dikerjakan. Kegiatan analisis data 

mencakup kegiatan dengan data, pengelompokan data memilih dan memilah, 

mencari pola dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari 

kemudian memutuskan apa yang akan dipaparkan kepada orang lain.
34

 

C. Subjek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan tujuan 

untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 97 Tahun 2014 Pasal 14 ayat 1 tentang Persalinan Harus dilakukan di  

Fasilitas Layanan Kesehatan di Desa Batang Gadis Kecamatan Panyabungan 

Barat Kabupaten Mandailing Natal. 

 Sejalan dengan hal tersebut, maka yang menjadi subjek penelitian ini 

adalah masyarakat Desa Batang Gadis, kepala Desa Batang Gadis dan Dinas 

Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal. 

D. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. sumber data 

utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya 

adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu 

pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber 

data tertulis, foto dan statistik.
35
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1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber 

utama.
36

 Kemudian dituangkan kedalam bentuk tulisan sebagai tanda 

bahwasanya sudah diminta argumen dari orang tersebut. 

a. Wawancara, metode wawancara digunakan sebagai tekhnik 

pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti. Wawancara yang digunakan 

yaitu wawancara terstruktur dimana pewawancara menentukan 

sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan oleh 

peneliti. Adapun informan yang diwawancarai peneliti adalah: 

1) Masyarakat Desa Batang Gadis, karena sebagian masyarakat 

jika melakukan persalinan masih menggunakan jasa dukun 

beranak (Paraji)  hingga pasilitas pelayanan kesehatan yang 

disediakan terabaikan.  

2) Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal, dimana 

bertanggung jawab mengenai Kesehatan serta fasilitas 

kesehatan di Mandailing Natal. 

3) Kepala Desa Batang Gadis dan Bidan Desa Batang Gadis 

4) Dukun Beranak dan Bidan di Desa Batang Gadis 

b. Dokumentasi, teknik ini merupakan cara pengumpulan data 

yang menghasilkan catatan penting yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti. 
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c. Studi Kepustakaan, yaitu tekhnik pengumpulan data yang 

diperoleh dari buku, karya ilmiah, jurnal, internet, peraturan-

peraturan, pendapat para ahli yang terkompetensi, serta memiliki 

dengan masalah yang diteliti. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber Data sekunder yaitu data yang diambil sebagai penunjang 

tanpa harus terjun kelapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen 

resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan 

sebagainya.
37

 Yang terdiri dari: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 

autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer 

terdiri dari perundang-undang, catatan-catatan resmi atau risalah dalam 

pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan 

hukum primer penelitian ini terdiri dari: 

1) Al-Qur‟an. 

2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum 

yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang 
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hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal 

hukum, dan komentar-komentar atas putusan Pengadilan.
38

  

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi 

menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam 

hal ini, bahan hukum tersier pada penelitian ini yaitu: Kamus Arab-

Indonesia, karya Mahmud Yunus 

E. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode pengumpulan 

data sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi adalah metode di mana peneliti mengamati langsung 

obyek yang diteliti. Ada dua jenis observasi, pertama, observasi 

partisipan, yaitu peneliti ikut berpartisipasi sebagai anggota kelompok 

yang diteliti. Kedua, observasi non partisipan, yaitu observasi di mana 

peneliti tidak memposisikan dirinya sebagai anggota kelompok yang 

diteliti.
39

 

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan observasi non 

partisipan dimana peneliti akan bersifat netral dengan tidak memposisikan 

diri sebagai kelompok informan yang akan diteliti. 
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2. Wawancara  

Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah 

wawancara dengan pihak yang terkait seperti wawancara dengan Dukun 

beranak (Paraji), wawancara yang dilakukan dengan Bidan Desa yang 

bersangkutan mengenai syarat-syarat maupun berkas apa sajakah yang 

harus dipersiapkan jika seorang ibu yang ingin melakukan persalinan di 

Layanan Kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah seperti Puskesmas 

dan Rumah Sakit dan wawancara dengan masyarakat Desa Batang Gadis 

Kecamatan Panyabungan Barat Kabupatren Mandailing Natal. 

Wawancara yaitu percakapan jawab lisan antara 2 orang dan 

diarahkan pada suatu permasalahan tertentu. Wawancara Dengan tujuan 

memperoleh informasi yang aktual. Pewanwancara harus memperhatikan 

situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan di 

mana harus melakukan wawancara. Jenis wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti tidak terstruktur, di mana wawancara tidak terstruktur adalah 

wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman 

wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk 

pengumpulan data. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa 

garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Metode ini 

memungkinkan peneliti untuk mendapatkan alasan detail dari jawaban 

informan yang antara lain mencakup opininya, motivasinya, nilai- nilai 

ataupun pengalam-pengalamannya. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode pegumpulan data dengan 

mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti 

yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan 

seorang klien melalui catatan pribadinya.
40

 Sejumlah besar fakta dan data 

tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data 

yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan 

artefak dan foto.
41

 

F. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis kualitatif. 

Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber, dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Analisis 

kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, 

selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.
42

 Adapun langkah-langkah dan 

teknik yang akan diperoleh untuk menganalisis data kualitatif akan dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Editing data, yaitu menyusun redaksi data menjadi susunan kalimat yang 

sistematis. 

2. Reduksi Data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari yang 

masih kurang dan mengesampingkan yang tidak relevan. 
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3. Mendeskripsikan data secara sistematis yang dikaitkan dengan data hasil 

pengolahan secara kualitatif sesuai dengan topik-topik pembahasan. 

4. Penarikan Kesimpulan, yaitu merangkum semua uraian data dalam 

beberapa kalimat yang didalamnya pengertian secara singkat, padat dan 

jelas.
43

   

G. Metode Uji Keabsahan Data 

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan 

untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang 

mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak 

terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.
44

  

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang 

dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji 

data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi 

uji credibility, transferability, dependability, dan confirmability.
45

 Agar data 

dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian 

ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data.  
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H. Sistematika Pembahasan 

Untuk dapat menggambarkan secara umum dan mempermudah 

pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menyajikan 

sistematika pembahasan sebagai berikut: 

Bab I adalah bab pendahuluan yang merupakan gambaran umum dari 

penelitian dan meletakkan masalah tersebut layak untuk diteliti. Bab ini 

memaparkan latar belakang masalah yang memuat ide-ide, kemudian fokus 

masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat 

penelitian. Bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan agar pembahasan 

ini lebih mudah dipahami. 

Bab II merupakan penjelasan tentang penelitian terdahulu dan 

landasan teori yang mencakup Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 97 Tahun 2014 ayat 1 Tentang Persalinan Harus Dilakukan di 

Fasilitas Layanan Kesehatan di Desa Batang Gadis Kecamatan Panyabungan 

Barat Kabupaten Mandailing Natal. Hal ini sangat penting untuk memberikan 

deskripsi yang jelas, sehingga pada pembahasan bab selanjutnya dapat 

dijadikan gambaran dasar. 

Bab III membahas tentang metode penelitian yang mencakup waktu dan 

lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, metode 

pengumpulan data, dan metode pengolahan dan analisis data. Bab ini 

merupakan bab yang akan mengantarkan peneliti untuk mendapatkan data-

data penelitian dengan fasilitas yang benar-benar terandalkan dan dapat diuji 

sedemikian rupa. 
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Bab IV hasil penelitian merupakan bab yang membahas mengenai 

bagaimana Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 

ayat 1 Tentang Persalinan Harus Dilakukan di Fasilitas Layanan Kesehatan di 

Desa Batang Gadis Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing 

Natal. 

Bab V penutup ini berisikan kesimpulan jawaban atas rumusan masalah 

dan saran-saran penyusun terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 97 Tahun 2014 ayat 1 Tentang Persalinan Harus Dilakukan di Fasilitas 

Layanan Kesehatan di Desa Batang Gadis Kecamatan Panyabungan Barat 

Kabupaten Mandailing Natal. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal 

Adanya otonomi daerah yang diterapkan oleh Negara Indonesia 

yang menyerahkan urusan pemerintahan dan masyarakat kepada Kepala 

daerah yang telah diamanahi untuk melakukan tugas tersebut salah satunya 

mengenai kesehatan masyarakat. Sedangkan otonomi daerah menurut 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu: Otonomi Daerah adalah 

hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
46

 

Dinas Kesehatan sebagai pelaksana urusan daerah dibidang 

kesehatan berdasarkan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Mandailing Natal 

melalui Sekretaris Daerah. 

Dinas Kesehatan (dinkes) daerah/wilayah Kabupaten Mandailing 

Natal, Sumatera Utara merupakan instansi yang bertanggungjawab 

mengenai kesehatan. Dinkes Kabupaten Mandailing Natal memiliki tugas 

untuk merumusan kebijakan bidang kesehatan, melaksanaan kebijakan 

bidang kesehatan, melaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan, 
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melaksanaan administrasi Dinas Kesehatan, dan melaksanaan fungsi lain 

yang terkait dengan urusan kesehatan. 

Selain fungsi-fungsi tersebut, melalui kantor dinas kesehatan ini 

juga pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan penyuluhan 

kesehatan, penyuluhan hidup sehat dengan olahraga dan kesehatan jiwa 

bagi masyarakat serta keluarga. Dinas kesehatan ini juga bertugas sebagai 

penjamin dan pengawas fasilitas kesehatan di wilayah kerjanya, baik 

rumah sakit, alat kesehatan, obat-obatan, dokter, klinik, apotek dan 

sebagainya. Kunjungi kantor dinas kesehatan terdekat ini untuk aduan 

atau informasi seperti info kesehatan, program kesehatan, hingga berita 

kebijakan kesehatan. 

a.  Struktur Organisasi Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten 

Mandailing Natal  

Organisasi adalah suatu bentuk kerja sama dari sejumlah orang 

dalam suatu wadah tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Struktur 

organisasi perusahaan merupakan kerangka pembagian tugas dan 

tanggung jawab fungsional yang berperan menjalankan aktifitas 

perusahaan.  

Dengan adanya struktur organisasi ini diharapkan setiap 

pegawai mengetahui dengan jelas tugas dan kewajiban yang harus 

dilaksanakan serta dapat mempertanggung jawabkan kepada atasan 

dan atasan akan mengetahui bagaimana mendelegasikan wewenang 
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kepada bawahannya, sehingga setiap aktifitas bawahan dapat 

terselenggarakan dengan baik dan terkoordinasi. 

Adapun jabatan yang terdapat dalam Dinas Kesehatan 

Kabupaten Mandailing Natal yaitu:  

1) Kepala Dinas Kesehatan  : Dr. H. Syarifuddin 

2) Sekretaris    : M. Sukun Harahap 

3) Kasubbag Hukum Dan kepegawaian : Syahzani Pasaribu, SKM 

4) Kasubbag Keuangan    : Elvi Syahrian, SKM 

5) Kasubbag Program dan Informasi   : Ilda Syahrina, SKM 

b. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal 

1) Visi Dinas Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal 

Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Mandailing Natal Sehat, 

Mandiri, Partisipasif dan Berkelanjutan. 

2) Misi Dinas Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal 

a. Menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang bermutu, 

merata, dan terjangkau. 

b. Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan masalah 

kesehatan. 

c. Meningkatkan mutu sumber daya kesehatan. 

d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan. 
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c. Tugas Dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal 

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas Daerah Kabupaten Mandailing Natal dan Peraturan Bupati 

Mandailing Natal Nomor 25 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan 

Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal. Dinas 

Kesehatan memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan 

daerah dibidang kesehatan berdasarkan azas otonomi dan tugas 

pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas 

Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal menyelenggarakan fungsi :  

1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya 

dibidang kesehatan 

2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum 

sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang kesehatan 

3) Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama kemitraan dengan 

pihak terkait dalam pembinaan dan pengembangan kesehatan 

sesuai kebijakan daerah 

4) Pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengendalian pembangunan 

jangka menengah dan tahunan dibidang kesehatan sesuai 

kebijakan daerah, ketentuan dan standar yang ditetapkan 

5) Penyelenggaraan urusan rumah tangga dan administrasi 

ketatausahaan Dinas 

6) Penyelenggaraan pembinaan disiplin pegawai Dinas 
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7) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup 

tugasnya dibidang kesehatan 

8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya.  

2. Profil Desa Batang Gadis 

Dalam penelitian ini, penulis mengungkapkan hasil wawancara 

tentang Profil Desa Batang Gadis Kecamatan Panyabungan Barat 

Kabupaten Mandailing Natal .  

TABEL I 

JUMLAH PENDUDUK DESA BATANG GADIS KECAMATAN 

PANYABUNGAN BARAT KABUPATEN MANDAILING NATAL 

NO JENIS KELAMIN 
JUMLAH 

JIWA 

1 Laki-laki 306 

2 Perempuan 424 

JUMLAH 730 

Sumber: Data Kantor Desa Batang Gadis, 2021. 

Jumlah penduduk di Desa Batang Gadis Kecamatan Panyabungan Barat 

Kabupaten Mandailing Natal berjumlah 730 jiwa yang terdiri dari 306 laki-

laki, 424 perempuan dan terdiri dari 175 kepala keluarga. 

Desa Batang Gadis Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten 

Mandailing Natal Sumatera Utara yang masyarakatnya merupakan suku 

Mandailing memiliki hubungan erat dengan sungai. Selain pemukiman yang 

seringkali berjajaran dengan alur sungai, keberadaan sumber air untuk 

kehidupan adalah asal muasalnya. Sebagai masyarakat agraris, masyarakat 

Mandailing membutuhkan sungai sebagai sumber pengairan sawah dan 
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perladangan. Sebagai pusat penyebaran agama Islam, sungai menjadi sumber 

air untuk bersuci (thoharoh), sehingga masjid-masjid seringkali dibangun di 

pinggiran sungai yang menjadi pusat aktivitas domestik, mencuci dan 

berbersih yang umumnya dilakukan oleh kaum ibu dan anak-anak gadis. 

Karena Batang Gadis melintasi banyak pemukiman mulai dari Mandailing 

Julu sampai ke Mandailing Godang, hingga ke kampung masyarakat Pesisir 

di pantai barat, maka sungai ini sangat dikenal oleh seluruh masyarakat 

Mandailing, dengan latar belakang sungai yang terdapat di Desa tersebut 

maka dinamai dengan desa Batang Gadis. 

a. Keadaan Mata Pencaharian Penduduk 

Mengenai mata pencaharian yang merupakan sarana pokok bagi 

masyarakat desa Batang Gadis didominasi sektor Pertanian. Untuk lebih 

jelasnya sebagaimana terdapat pada tabel berikut: 

TABEL II 

KEADAAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DESA BATANG 

GADIS KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT KABUPATEN 

MANDAILING NATAL 

NO JENIS PEKERJAAN PERSENTASE 

1 Petani 65% 

2 Pedagang 10% 

3 PNS 8% 

4 Karyawan Swasta 2% 

5 Tidak Bekerja 15% 

JUMLAH 100% 
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Sumber: Data Kantor Desa Batang Gadis, 2021. 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mata pencaharian 

masyarakat desa Batang Gadis Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten 

Mandailing Natal  yang paling banyak adalah sebagian besar petani.   

b. Keadaan Keagamaan Penduduk 

Bila dilihat dari segi agama, masyarakat desa Batang Gadis 

Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal keseluruhan 

masyarakatnya menganut agama Islam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

TABEL III 

KEADAAN KEAGAMAAN PENDUDUK DESA BATANG GADIS 

KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT KABUPATEN 

MANDAILING NATAL 

NO AGAMA JUMLAH JIWA PERSENTASE 

1 Islam 730 100% 

2 Kristen - - 

3 Khatolik - - 

4 Hindu - - 

5 Budha - - 

6 Konghuchu - - 

JUMLAH 730 100% 

Sumber: Data Kantor Desa Batang Gadis, 2021. 
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Batang Gadis Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten 

Mandailing Natal mayoritas memeluk agama Islam. Agama merupakan 

fitrah manusia, sehingga setiap manusia membutuhkan agama sebagai 

pedoman dan penuntun dalam kehidupannya untuk mencapai keselamatan 

dan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. 

Dalam rangka melaksanakan ajaran agama, sarana ibadah adalah 

hal terpenting, dengan adanya Mesjid sebagai tempat untuk beribadah oleh 

masyarakat di Desa Batang Gadis Kecamatan Panyabungan Barat 

Kabupaten Mandailing Natal.  

c. Keadaan Pendidikan Penduduk 

Maju mundurnya suatu mayarakat pada dasarnya dapat dilihat dari 

pendidikan masyarakat itu sendiri,oleh karna itu majunya pembangunan 

desa itu, didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang memadai. 

Oleh  karena itu, pendidikan harus mendapat perhatian dari semua pihak 

dan tingkat pendidikan desa Batang Gadis Kecamatan Panyabungan Barat 

Kabupaten Mandailing Natal mengalami perkembangan yang signifikan, 

terbukti oleh hal berdirinya lembaga pendidikan seperti: PAUD, MDA, 

SD, SMP. dan  masyarakat sudah berpikir untuk melanjutkan kejenjang 

yang lebih tinggi. 
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Sedangkan masalah pendidikan di desa Batang Gadis Kecamatan 

Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal dapat dilihat dari tabel 

berikut: 

TABEL IV 

KEADAAN PENDIDIKAN PENDUDUK DESA BATANG GADIS 

KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT KABUPATEN 

MANDAILING NATAL 

NO TINGKAT PENDIDIKAN PERSENTASE 

1 S1 10% 

2 SMA 35% 

3 SMP 40% 

4 SD 12% 

5 Tidak Sekolah 3% 

JUMLAH 100% 

Sumber: Data Kantor Desa Batang Gadis, 2021. 

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa penduduk desa 

Batang Gadis Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing 

Natal, tingkat pendidikan perguruan tinggi (S1) 10% tingkat 

pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) 35% tingkat pendidikan 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) 40% tingkat pendidikan Sekolah 

Dasar (SD) 12% dan Tidak Sekolah sebanyak 3%. 
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Dengan demikian pendidikan ibu mempunyai hubungan 

bermakna terhadap pemilihan persalinan di fasilitas kesehatan. Dari 

penelitian ini diketahui bahwa ibu dengan pendidikan rendah (SMP ke 

bawah) memiliki peluang yang besar untuk memilih persalinan di 

non-fasilitas kesehatan dibandingkan ibu dengan pendidikan tinggi 

(SMA ke atas).  Untuk tingkat pengetahuan kesehatan ibu, ada 

hubungan bermakna terhadap pemilihan persalinan di fasilitas 

kesehatan. Ibu dengan tingkat pengetahuan kesehatan kurang akan 

memilih persalinan di non-fasilitas pelayanan kesehatan.  

Terbatasnya tingkat pendidikan dan kurangnya keterampilan 

berpengaruh terhadap kurangnya kesadaran dan manfaat pemeliharaan 

kesehatan, khususnya dalam pemilihan proses persalinan. Tingkat 

pendidikan yang semakin baik akan menjamin kesehatan keluarga 

yang baik pula. Ibu yang berpendidikan lebih, mudah untuk 

memahami informasi dengan baik terhadap penjelasan yang diberikan 

oleh petugas kesehatan tentang siapa penolong persalinan yang aman, 

selain itu yang berpendidikan tidak akan berpengaruh dengan 

informasi. Pendidikan ibu berhubungan dengan pemilihan tenaga 

penolong persalinan mengingat bahwa pendidikan dapat 

mempengaruhi gaya intelektual seseorang dalam memutuskan suatu 

hal termasuk penentu pertolongan persalinan. Pendidikan ibu yang 

kurang menyebabkan daya intelektualnya masih terbatas sehingga 

perilakunya masih terpengaruhi oleh keadaan sekitarnya ataupun 
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perilaku kerabat lainnya atau orang yang mereka tuakan. Pengetahuan 

akan pentingnya kesehatan bagi ibu dan anak tidak membuat 

masyarakat memikirkan resiko yang akan dialami bila memilih dukun 

beranak, pengalaman dan rasa nyaman yang di rasakan masyarakat 

enggan memilih ke tenaga medis. Pengetahuan ini terkait dengan 

lingkungan dimana masyarakat menetap. Keadaan lingkungan sekitar 

sedikit banyak akan mempengaruhi pengetahuan. Dalam hal ini 

pengetahuan mengenai kehamilan dan persalinan. Disamping itu, 

keterpaparan dengan media komunikasi akan mempengaruhi kadar 

pengetauhannya. 

Dengan latar belakang pendidikan atau pengetahuan tersebut 

banyak yang lebih memilih di fasilitas non kesehatan atau melalui jasa 

Dukun Beranak (Paraji) Hingga menjadi faktor penghambat 

Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 

Pasal 14 Ayat (1) Tentang Persalinan harus dilakukan di Fasilitas 

Layanan Kesehatan di Desa Batang Gadis. Sedangkan informasi 

kesehatan lebih mudah diperoleh sejalan dengan perkembangan 

tehnologi komunikasi selain faktor sosial budaya, perilaku, sikap serta 

pengaruh kelompok referensi dalam menentukan pilihan tempat 

persalinan. Faktor pengetahuan tentang masalah kesehatan ibu hamil, 

memiliki pengaruh dalam menentukan keputusan tentang pelayanan 

kesehatan, pengetahuan ini dapat diperoleh baik informasi formal 

(melalui penyuluhan, informasi media), pengalaman sendiri atau 
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pengalaman orang lain, kepercayaan, tradisi, nilai dan faktor sosial 

budaya. 

d. Kondisi Pemerintahan Desa 

Pemerintahan desa adalah penyelenggara pemerintahan, dalam 

mengatur dan mengurus masyarakat. Berdasarkan  asal usul dan adat 

istiadat setempat yang diakui dalam negara NKRI, pemerintahan desa 

terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, dan aparat desa. Dalam 

menjalankan pemerintahan, kepala desa dibantu sekretaris dan kepala 

urusan, sebagai mitra kerja pemerintah desa terdapat badan yang disebut 

BPD mempunyai fungsi pokok, seperti  menetapkan peraturan desa 

bersama kepala desa disamping menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat. BPD terdiri dari perwakilan dan unsur-unsur yang ada 

dimasyarakat. 

Sehubungan dengan pembangunan desa diperlukan sistem 

perencanaan yang tepat, terarah, dan berkesinambungan.maka sebagai 

acuan dalam suatu rancangan pembangunan,disusunlah dalam suatu 

rancangan pembangunan desa. Desa Batang Gadis yang merupakan 

dokumen perencanaan strategis dengan jangka 5 tahun yang ditetapkan 

peraturan desa. 
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B. Pelaksanaan  Peraturan Menteri  Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 Pasal 

14 Ayat (1) Tentang Persalinan  Harus Dilakukan Di Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan di Desa Batang Gadis Kecamatan Panyabungan Barat 

Kabupaten Mandailing Natal. 

1. Penempatan Bidan Desa  

Desa Batang Gadis Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten 

Mandailing Natal terdapat bidan Desa yang ditugaskan yaitu bidan Nova 

Handayani. A. Md. Keb, ditempatkan di Desa Batang Gadis pada tahun 

2009, beliau berasal dari Binjai lulusan dari Universitas Sumatera Utara 

pada tahun 2006 dan kemudian bertugas sebagai seorang tenaga kesehatan 

yang langsung memberikan pelayanan langsung dalam bidang kesehatan 

khususnya kepada masyarakat Desa Batang Gadis dan harus melakukan 

tindakan dalam praktik kebidanan secara etis, serta memiliki etika 

kebidanan yang sesuai dengan nilai-nilai keyakinan dan masyarakat.
47

 

Penempatan Bidan Desa sebagai salah satu upaya Pelayanan 

Kesehatan oleh Pemerintah agar terlaksananya Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 Pasal 14 Ayat (1) Tentang Persalinan 

Harus Dilakukan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 

Bidan Desa adalah Bidan yang ditempatkan, diwajibkan tinggal 

serta bertugas melayani masyarakat diwilayah kerjanya yang meliputi satu 

atau dua desa yang dalam melaksanakan tugas pelayanan medik baik 

didalam maupun diluar jam kerja yang harus bertanggung jawab langsung 
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 Wawancara dengan Bidan Nova Handayani sebagai bidan Desa Batang Gadis pada 

tanggal 02 Juni 2021. 
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kepada kepala puskesmas dan bekekerja sama dengan perangkat desa. 

Secara umum bidan desa merupakan seorang yang telah seslesai mengikuti 

pendidikan dalam program pendidikan Bidan yang telah diakui negara, 

adapun tujuan penempatan bidan desa adalah sebagai alat untuk 

meningkatkan kualitas dan pemerataan setiap pelayanan kesehatan, dan 

harus mampu memberikan kebiasaan yang sehat dalam masyarakat 

setempat.   

2. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui Puskesmas 

(Bidan) Panyabungan Barat. 

Dengan melakukan penyuluhan langsung oleh Dinas Kesehatan 

melalui Puskesmas setempat dan Bidan Desa Batang Gadis  yang bertugas 

mengenai pelayanan kesehatan yang disediakan untuk masyarakat agar 

terwujudnya kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, dalam penyuluhan 

yang dilaksanakan dibalai Desa Batang Gadis tersebut Bapak Syarifuddin 

selaku Kepala Dinas kesehatan menyampaikan bahwa betapa pentingnya 

melakukan persalianan di fasilitas pelayanan kesehatan yang telah 

disediakan oleh pemerintah agar terjaminnya kesehatan bagi ibu dan anak 

dan menyampaiknan dampak buruk kepada masyarakat desa Batang Gadis 

jika Melakukan Persalinan melalui jasa Dukun beranak. 

Akan tetapi faktanya Sebagian Besar masyarakat desa Batang 

Gadis yang masih memilih dukun beranak meski sudah ada jasa bidan, 

penduduk desa lebih cenderung melahirkan ke dukun beranak. Dukun 

adalah seorang perempuan yang diakui oleh masyarakat dalam 
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mendampingi ibu hamil, pertolongan persalinan serta perawatan bayi baru 

lahir secara spiritual. Di dalam Masyarakat tradisional masalah kesehatan 

terkait dengan budaya setempat karena sebenarnya banyak masyarakat 

yang menggangap bahwa kelahiran adalah proses alami bukan sebuah 

proses medis. Peran dukun beranak mencerminkan budaya. Hingga kini 

sebagian masyarakat terutama para ibu masih memilih menggunakan jasa 

dukun beranak untuk membantu proses persalinan.  

3. Pemberian peringatan oleh Dinas Kesehatan kepada Bidan Desa dan 

Dukun Beranak. 

Dengan kewenangan yang diberikan oleh Bupati Mandailing Natal 

kepada Dinas Kesehatan mandailing Natal, Dinas Kesehatan berhak 

memberikan peringatan langsung dengan cara memanggil Bidan Desa 

Batang Gadis dan Dukun yang terdapat di Desa Batang Gadis ke Kantor 

Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal dengan tujuan agar tidak 

terbengkalainya Fasilitas Kesehatan yang disediakan khusus untuk desa 

Batang Gadis tersebut. Pemanggilan yang dilakukan oleh Pihak Dinas 

Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal dan Puskesmas Panyabungan 

Barat, Kepala bagian Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan dan Kepala 

Puskesmas Panyabungan Barat menyampaikan bahwa: 

Dukun Beranak tidak diperbolehkan lagi menangani persalianan 

dikarenakan di Desa Batangg Gadis terdapat 4 orang dukun 

beranak dengan usia diatas 40 tahun yang sering dipakai 

masyarakat jasanya untuk menangani persalianan hingga tugas 

seorang Bidan Desa tidak berjalan dan fasilitas Pelayanan 

Kesehatan Desa seperti Pustu (Rumah Bersalin) terbengkalai, jika 

di Desa Batang Gadis tersebut terdapat masyarakat yang 

menggunakan jasa dukun beranak maka hal tersebut dianggap 
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sebagai suatu bentuk kelalaian bidan desa dalam melakukan 

tugasnya sebagai bidan desa.
48

 

 

C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

97 Tahun 2014 Pasal 14 Ayat (1) Tentang Persalinan Harus Dilakukan Di 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Desa Batang Gadis Kecamatan 

Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal. 

Adapun Faktor Penghambat Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 97 Tahun 2014 Pasal 14 Ayat (1) Tentang Persalinan Harus Dilakukan 

Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Desa Batang Gadis Kecamatan 

Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal Sebagai Berikut: 

1. Kebiasaan Masyarakat Batang Gadis Menggunakan Jasa Dukun 

Beranak 

Kebiasaan merupakan suatu bentuk perbuatan berulang-ulang 

dengan bentuk yang sama yang dilakukan secara sadar dan mempunyai 

tujuan-tujuan jelas dan dianggap baik dan benar. Selain itu suatu hal 

mendasar yang mempengaruhi perilaku seseorang termasuk perilaku 

kesehatan dalam hal ini kehamilan dan persalinan. Namun, faktor 

pendidikan dan pengetahuan memiliki andil dalam mengubah kebiasaan 

tersebut. Masyarakat menyatakan telah membuktikan khasiat pengobatan 

yang biasanya orang tua atau orang yang di tuakan lakukan dan itu tidak 

kalah dengan obat-obatan kimia yang ada pada saat ini. Kepercayaan akan 
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kebiasaan hal tersebut masih dilakukan saat ini meskipun tidak 

sepenuhnya dibenarkan. 

Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan non medis seringkali 

dilakukan oleh seseorang yang disebut sebagai dukun beranak, dukun 

bersalin atau peraji. Pada dasarnya dukun bersalin diangkat berdasarkan 

kepercayaan masyarakat setempat atau merupakan pekerjaan yang sudah 

turun temurun dari nenek moyang atau keluarganya dan biasanya sudah 

berumur 40 tahun ke atas. 

Menurut hasil wawancara dengan masyarakat Desa Batang Gadis 

masyarakat memilih melakukan jasa Persalinan dukun beranak 

dikarenakan: 

a. Dukun beranak biasanya adalah orang yang dikenal masyarakat 

setempat. 

b. Biaya pertolongan persalinan dukun beranak jauh lebih murah 

daripada tenaga kesehatan, dukun beranak mematok harga 

murah, kadang bisa disertai atau diganti dengan sesuatu barang 

misalnya beras, kelapa, dan bahan dapur lainnya. 

c. Pelayanan dukun beranak di lakukan sampai ibu selesai masa 

nifas. 

d. Masyarakat masih terbiasa dengan cara-cara tradisional. 

e. Dukun menemani anggota keluarga agar bisa beristirahat dan 

memulihkan diri, sebaliknya bidan seringkali tidak bersedia 

saat dibutuhkan atau bahkan tidak mau datang saat dipanggil.
49
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 Hasil Wawancara dengan Asnidah dan Nur Hidayah, Warga Desa Batang Gadis 
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2. Kurangnya Sosialisasi Mengenai Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Kepada Masyarakat  

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

Pasal 34 ayat (3) menentukan bahwa negara bertanggung jawab atas 

penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum 

yang layak. 

Dengan melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat bahwa 

pentingnya sosialisasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal 

ataupun Puskesmas Panyabungan Barat melakukan Sosialisasi mengenai 

fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah untuk Masyarakat 

agar masyarakat lebih mengenal dan tidak beranggapan buruk mengenai 

pelayanan kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala 

Puskesmas Panyabungan Barat adanya sosialisasi yang dilakukan oleh 

pihak kesehatan pada tahun 2019 dan dilakukan hanya sekali saja sehingga 

sosialisasi tersebut tidak berdampak pada masyrakat Desa Batang Gadis.
50

 

Sosialisasi yang merupakan pengenalan mengenai fasilitas 

Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat Desa Batang Gadis seharusnya 

dilakukan tidak hanya sekali saja, akan tetapi dilakukan sesering mungkin 

seperti adanya sosialosasi bulanan agar masyarakat lebih mengenal 

mengenai Fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. 
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3. Sikap Bidan Ketika Melakukan Pelayanan 

Dalam negara hukum, setiap tindakan jabatan yang dilakukan oleh 

suatu perwakilan yaitu pejabat harus berdasarkan pada asas legalitas, yang 

berarti setiap tindakan jabatan harus berdasarkan pada wewenang yang 

diberikan oleh peraturan perndang-undangan. Dan penggunaan wewenang 

untuk melakukan tindakan hukum dapat dipertanggung jawabkan.
51

 

Hak atas pelayanan dan perlindungan kesehatan bagi ibu dan anak 

merupakan hak dasar sebagaimana terdapat dalam Pasal 28 H Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, menentukan bahwa 

“setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan 

mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 

pelayanan kesehatan”. Tanggungjawab dibidang hukum dapat ditemukan 

disetiap pelayanan kesehatan.  Hal ini dapat dipahami karena dalam setiap 

pelayanan kesehatan selalu terjadi hubungan antara kedua belah pihak baik 

bidan maupun ibu bersalin sebagai subjek hukum, dimana masing-masing 

pihak memiliki kewajiban dan haknya yang sama.   

Sikap Bidan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat juga 

sangat penting karena dapat berpengaruh kepada asusumsi masyarakat jika 

melakukan kesalahan berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu 

masyarakat Desa Batang Gadis yang menyatakan bahwa: 

Melakukan persalinan difasilitas persalinan yang telah disediakan 

oleh negara memang bagus dan sarana dan prasananya tersedia 

akan tetapi sikap para pelayan kesehatan yang membuat memilih 
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melakukan persalinan dirumah, karena waktu persalianan harus 

ditangani sesegera mungkin jika melakukan persalinan di sarana 

dan prasarana kesehatan yang ada, ataupun fasilitas kesehatan yang 

disediakan oleh pemerintah seperti memanggil Bidan Desa ketika 

persalinan dan bidan sering membuat masyarakat yang sedang 

bersalin menunggu dengan alasan bidan masih melakukan 

pelayanan dengan masyarakat lainnya, atau bidan tersebut tidak 

ada ditempat, sehingga masyarakat memanggil dukun beranak agar 

cepat ditangani oleh dukun beranak tersebut.
52

 

 

Dikarenakan alasan tersebut maka masyarakat Sebagian besar desa 

Batang Gadis lebih memilih menggunakan jasa dukun beranak sementara 

itu di Desa Batang Gadis hanya terdapat satu bidan desa yang tetap tinggal 

didesa tersebut sedangkan dukun beranak didesa Batang Gadis berjumlah 

4 orang yang sering dipanggil warga untuk menangani persalinan dengan 

usia 40 tahun keatas.
53

 

D. Tinjauan Fiqih Siyasah tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 Pasal 14 Ayat (1) Tentang Persalinan 

Harus Dilakukan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Desa Batang Gadis 

Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal. 

Dalam kaidah Fiqih Siyasah dijelaskan juga bahwa: 

لحََةِْ طٌْباِل مَص  اعِيَّةِْمَنوُ  مَامِْعَليَْالرَّ ِ فُْالْ   تصََرُّ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada 

kemaslahatan”.
54
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Berdasarkan kaidah tersebut, disebutkan bahwa setiap tindakan atau suatu  

kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat 

dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk 

mendatangkan suatu kebaikan, sebab pemimpin adalah pengemban amanah 

penderitaan rakyat (umat) dan untuk itulah ia ditunjuk sebagai pemimpin serta 

harus pula memperhatikan kemaslahatan rakyat. secara istilah siyasah yaitu, 

pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara. 

Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menyelenggarakan kesehatan 

kepada masyarakat maka disetiap daerah dibangun instansi pemerintah 

sebagai unit penyelenggara pelayanan kesehatan masyarakat, yakni Pusat 

Kesehatan Masyarakat atau yang biasa disebut Puskesmas. 

Menurut UU No 25 Tahun 2009, Pelayanan publik adalah kegiatan atau 

rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan  bagi setiap warga negara dan 

penduduk  atas barang, jasa, dan/atau pelayanan  administratif yang disediakan 

oleh penyelenggara pelayanan publik.
55

 

Seperti Pada masa kepemimpian Umar Bin Khattab, ketika Khalifah Umar 

Bin Khattab berkeliling di malam hari untuk melihat kondisi rakyatnya, 

kemudian Beliau mendengar suara rintihan dari tenda yang didalamya terdapat 

seorang wanita yang sedang menahan rasa sakit karena ingin melahirkan, 

setelah Khalifah Umar Bin Khattab mengetahui hal tersebut maka Beliau 

bergegas memanggil istinya Ummu Kultsum untuk membantu wanita tersebut 
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Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.  



59 
 

 
 

melakukan persalinan dan Ummu Kultsum segera mempersiapkan alat-alat 

yang diperlukan termasuk air hangat dan wadah, hingga proses persalinan 

tersebut berjalan dengan lancar.  

Demikian pula dengan sikap perilaku seseorang dalam praktek komunikasi 

pelayanan publik, kesopanan, keramahan, kecepatan dalam memberikan 

pelayanan, kesigapan atau sikap responsif dan antusiasme saat berinteraksi 

dalam pelayanan, serta kelemahlembutan bersikap dalam melayani orang lain 

merupakan tindakan baik yang memang selayaknya ditampilkan dalam 

berkomunikasi dengan publik atau para pelanggan saat memberikan 

pelayanan. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam surat Ali Imran, 

ayat 159 yang  berbunyi : 

Dalam Sejarah Islam, pada masa pemerintahan yang dipimpin oleh 

Rosulullah Saw adanya Bani Aslam yang dikenal sebagai Bani yang terkenal 

dengan kehebatan mereka dalam mengobati orang sakit sejak zaman pra-Islam 

baik itu dalam melakukan bedah, maupun dalam melakukan pertolongan 

persalinan.  Persalinan tersebut dilakukan melalui pertolongan Thabib yang 

biasanya berasal dari bani Aslam  Marga ini adalah salah satu marga dari suku 

Khazraj di Madinah dan  juga termasuk ke dalam kaum Ansar, yakni golongan 

yang pertama kali menganut Islam di Madinah. Praktik keperawatan Islam 

telah berkembang sekitar abad keenam ini seiring dengan perkembangan Islam 

di kota Madinah. Ciri praktik kesehatan ini adalah menggabungkan praktik 

kesehatan bangsa Arab badui, peradaban kuno, dan kesehatan Nabi.  
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Kebutuhan akan peran ahli kesehatan lebih tinggi ketika terjadi 

peperangan yang dilakukan umat Islam. Dalam menunjang penanganan tentara 

ketika peperangan adanya Rumah sakit lapangan Rufaidah yang merupakan 

tenda palang merah pertama dalam sejarah manusia. Rumah sakit ini biasa 

digunakan ketika peperangan karena dapat berpindah-pindah, yang berpusat 

disamping Masjid Nabawi untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat. Seiring berjalannya waktu rumah sakit ini tetap menjadi contoh 

luar biasa dari layanan medis Islam. Rumah sakit ini juga dikelola oleh 

paramedis wanita yang terlatih, hingga Rumah sakit tersebut menjadi salah 

satu pelayanan kesehatan termasuk dalam bidang pertolongan persalinan.
56

 

Kelahiran adalah proses dimana janin dan ketuban di dorong keluar 

melalui jalan lahir. Persalinan dan kelahiran umumnya adalah proses 

pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37 sampai 

dengan 42 minggu), lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang 

berlangsung dalam 18 jam, tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada 

janin. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. QS. Al- Imran /3:6  

                              

Artinya: Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana 

dikehendaki-Nya. tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang Maha 

Perkasa lagi Maha Bijaksana.
57
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 Abdul Hamid Saputra, Ading Kusdiana dan  Tolib Rahmatillah, Perawat Pertama di 

Dunia Islam, Jurnal Rufaidah Al-Aslamiyah, Vol. 4, No. 1,  (2020), hlm. 3. 
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 Q.S. Ali-Imran Ayat 6. 
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Ayat diatas menjelaskan tentang Bagaimana tuhan menciptakan 

manusia sebagaimana diciptakan dengan kehendaknya dan dengan 

keinginannya dan didalam rahim ibu manusia diciptakan yaitu melalui proses 

yang dinamakan kehamilan.  

Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. 

Lamanya lahir normal adalah 280 hari atau 40 minggu atau 9 bulan 7 hari 

dihitung dari hari pertama haid terakhir. Proses kehamilan sampai kelahiran 

merupakan mata rantai  satu kesatuan dari konsepsi, nidasi, pengenalan 

adaptasi ibu terhadap nidasi, pemeliharaan kehamilan, dimana kehamilan 

yang sehat dan kondisi fisik yang  aman dan keadaan emosi yang memuaskan 

baik bagi ibu maupun janinnya. Hasil akhir yang diharapkan dari perawatan 

dan pengawasan kesehatan yang konsisten sangat penting. Sebagaimana 

dalam Q.S. Al-Hajj: 22/5 

                             

                         

                         

                 

 

Artinya: Dan kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim, 

apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian 

kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) 

kamu sampailah kepada kedewesaan, dan diantara kamu ada yang 

diwafatkan dan (ada pula) diantara kamu yang dipanjangkan umurnya 
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sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang 

dahulunya telah diketahuinya.
58

 

Ayat diatas dapat menyatakan bahwa wanita yang sedang hamil akan 

terlihat tanda-tanda pasti kehamilan, seorang ibu dipastikan hamil apabila 

semua pemeriksaan kehamilan dilakukan dan sangat penting untuk dapat 

memperoleh suatu proses kehamilan dan persalinan yang aman dan 

memuaskan serta mencegah komplikasi pada masa kehamilan atau mendeteksi 

secara dini adanya penyakit selama masa kehamilan. Dengan demikian adanya 

sarana dan prasarana Persalinan yang terdapat di Desa Batang Gadis 

desidiakan yang bertujuan untuk dapat memperoleh suatu proses kehamilan 

dan persalinan yang aman dan memuaskan serta mencegah komplikasi bagi 

Masyarakat di Desa Batang Gadis. 
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 Q.S. Al-Hajj ayat 5 



63 
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telahdiungkapkan dalam skripsi ini 

dapat dilihat bahwa Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 

Tahun 2014 Pasal 14 Ayat (1) Tentang Persalinan Harus Dilakukan Di 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Desa Batang Gadis Kecamatan 

Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal. yaitu: 

1. Bahwa Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 

Pasal 14 Ayat (1) Tentang Persalinan Harus Dilakukan Di Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan di Desa Batang Gadis Kecamatan Panyabungan 

Barat Kabupaten Mandailing Natal belum terlaksana dengan baik, 

dikarenakan banyaknya masyarakat setempat yang menggunakan jasa 

Dukun Beranak dalam melakukan persalianan, sehingga menjadi suatu 

kebiasaan secara turun-temurun pada masyarakakat Desa Batang Gadis 

melakukan persalinan dengan menggunakan jasa Dukun Beranak yang 

menyebabkan fasilitas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah 

terbengkalai, serta kurangnya Sosialisasi Mengenai Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan Kepada Masyarakat agar timbulnya kesadaran masyarakat 

bahwa melakukan persalinan menggunakan sarana dan prasarana yang 

disediakan oleh pemerintah (fasilitas pelayanan kesehatan)  lebih terjamin 

keselamatanya dan terhindar dari persalinan yang abnormal. 
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2. Adapun faktor penghambat dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 Pasal 14 Ayat (1) Tentang Persalinan 

Harus Dilakukan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Desa Batang Gadis 

Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal yaitu: 

Kebiasaan Masyarakat Batang Gadis Menggunakan Jasa Dukun Beranak, 

kesediaan dukun beranak yang bisa dipanggil kerumah kapan saja bila 

dibutuhkan, memudahkan para ibu untuk menjalani proses persalinan. 

Pasien tidak perlu pergi kemana-mana, cukup dengan menunggu dukun 

beranak yang telah dijemput oleh kerabatnya serta jumlah dukun beranak 

lebih banyak dibandingkan Bidan yang ditempatkan di Desa Batang 

Gadis. Dan kurangnya Sosialisasi Mengenai Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan Kepada Masyarakat.  

3. Dalam Persfektif Siyasah, pada dasarnya suatu peraturan yang dibuat oleh 

pemerintah dibuat semata demi kemaslahatan rakyatnya. Seperti pada 

masa kepemimpinan Umar Bin Khattab, Khalifah Umar Bin Khattab 

pernah memerintahkan Istrinya Ummu Kultsum untuk menangani proses 

persalinan yang berada di Madinah, dan Ummi Kultsum segera membawa 

peralatan seperti wadah dan air hangat untuk peralatan persalinan 

sedangakan Khalifah Umar Bin Khattab membawa makanan berupa roti 

dan minuman kepada Wanita tersebut. Adapun Rumah Sakit Pertama 

berpusat di Samping Masjid Nabawi Kota Madinah yang merupakan cikal 

bakal adanya pelayanan kesehatan yang dikelola oleh tabib dari kalangan 
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bani Aslam yang terkenal dan kepandaian dalam mengobati hingga 

berkembang pesat samapai sekarang.  

B. Saran 

Adapun saran yang dapat peneliti berikan yaitu meliputi beberapa 

aspek terkait dengan Persalinan Harus Dilakukan di Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan di Desa Batang Gadis Kecamatan Panyabungan Barat 

Kabupaten Mandailing Natal yaitu: 

Diharapkan kepada Pemerintah terutama Dinas Kesehatan maupun 

pihak puskesmas untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan langsung di 

Desa Batang Gadis Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing 

Natal mengenai pentingnya Melakukan persalianan di Fasilitas Kesehatan 

yang lebih baik lagi dan sesering mungkin dengan masyarakat setempat 

agar Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 

Pasal 14 Ayat (1) Tentang Persalinan Harus Dilakukan Di Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan lebih maksimal lagi penerapannya dan Dapat 

mengontrol atau mememperingati sikap para tenaga kesehatan dibidang 

persalianan seperti bidan yang menangani persalian harus mampu 

membaur dengan masyarakat sehinnga terlaksanyanya dengan baik dan 

sarana dan prasarana kesehatan ataupun fasilitas pelayanan kesehatan yang 

disediakan oleh pemerintah dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. 

Diharapkan kepada pemerintah agar menempatkan Bidan desa di desa 

Batang Gadis tidak hanya satu bidan desa saja dikarenakan terdapat 4 

orang dukun beranak yang aktif hingga jasa dukun beranaklah yang sering 
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dipakai oleh masyarakat setempat. Disarankan juga bagi tenaga kesehatan 

agar mengembangkan hubungan kerjasama dengan dukun beranak dalam 

bentuk pengajaran dan bimbingan dalam pertolongan persalinan serta 

pendampingan saat pertolongan persalinan.  

Selain itu meningkatkan Sosialisasi Pelayanan Kesehatan dimasyarakat 

dengan pendekatan sosial budaya yang sesuai, Sosialosasi tidak hanya 

dilakukan terhadap ibu hamil tetapi kepada semua masyarakat. Sebaiknya 

pemerintah ikut serta dalam memberikan dukungan seperti pelatihan dan 

pemberian alat-alat pertolongan peralinan gratis kepada dukun. 

Selanjutnya bagi dukun beranak sendiri, agar mau bekerjasama dengan 

tenaga kesehatan dan memperbaharui pengetahuan dengan mengikuti 

pelatihan-pelatihan terkait. 
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Daftar wawancara 

Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 ayat 1 

Tentang Persalinan Harus Dilakukan di Fasilitas Layanan Kesehatan (Studi 

Kasus di Desa Batang Gadis Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten 

Mandailing Natal). 

 

A. Wawancara dengan Dinas Kesehatan Mandailig Natal dan Puskesmas 

Panyabungan Barat. 

1. Apakah upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan/Puskesmas agar 

masyarakat lebih memilih melakukan persalinan di fasilitas 

pelayanan kesehatan ? 

2. Apakah ada sanksi atau upaya hukum yang diberikan Dinas 

kesehatan kepada masyarakat yang melakukan persalinan di 

nonfasilitas pelayanan kesehatan (rumah) ? 

3. Bagaimana tentang persalianan di fasilitas pelayanan kesehatan 

apakah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 

Tahun 2014 ayat 1? 

B. Wawancara dengan Masyrakat Desa Batang Gadis Kecamatan 

Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal. 

1. Apakah perbedaan melakukan persalinan di Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan dan non Fasilitas Pelayanan Kesehatan(dirumah)? 

2. Bagaimana pelayanan Kesehatan yang dilakukan dipuskesmas 

Panyabungan Barat? 

3. Apakah pada saat  akan dilakukannya Persalianan difasilitas 

kesehatan sudah terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada 

masyrakat ? 

4. Berapakah Biaya melakukan persalinan di Fasilitas Kesehatan dan 

Non fasisilas Kesehatan? 
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